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Kondisi existing penggunaan akun belanja SDM pada Satker BLU

Penggunaan Akun Belum

Terstandarisasi

Penggunaan akun belanja Sumber Daya
Manusia saat ini belum terstandarisasi yang
menyebabkan berberapa akun yang tersedia
digunakan berbeda antara satu satker dengan
yang lainnya

Akun Belanja SDM terbatas

Akun belanja Sumber Daya Manusia saat ini
terbatas penggunaanya pada akun 525111,

525112, 525113 dan 525119

«

Diperlukan Standarisasi dan Pembuatan Akun Baru

Keperluan Analisis

Dengan adanya akun baru yang
terstandarisasi, proses analisis
dapat dilakukan secara lebih
terstruktur dan akurat, sehingga
menghasilkan informasi yang
andal untuk mendukung
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan remunerasi pada
satuan kerja BLU.

Tindaklanjut BPK

Dalam rangka menindaklanjuti
rekomendasi BPK, diperlukan
pembentukan pos akun baru
yang secara khusus digunakan
untuk  pencatatan belanja
sumber daya manusia pada
satuan kerja BLU.

Satker Non Remunerasi

Berberapa satker yang belum
menerapkan/memiliki KMK Remunerasi
menggunakan akun belanja 525111 untuk
mencatat belanja SDM




Nota Dinas Dit APK No ND-982/PB.6/2025

Hal: Pemutakhiran Akun Belanja Imbalan Kerja pada Transaksi BLU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadl Praptosuhardjo 1 Lantas 1.2, Jalan Bud Utamo No. 6 Sakarta 10710; Telopon: 021-3847058, 3448230 Paw. 5500,
Faksimio {021} 3854776 Laman: www.cjpb xemanseu.gold

NOTA DINAS Atas dasar tersebut, APK telah bersurat
NOMOR ND-882/PB.6/2025 .
dengan Nota Dinas Nomor
. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum .

. Diokur Ainans dan Pelaporon Kouangan 982/PB.6/2025 hal Pemutahkiran Akun

. Pemutakhiran Akun Belanja Imbalan Kerja pada Transaksi BLU . . .
| b TSR Belanja Imbalan Kerja pada Transaksi BLU
PO o epico g stk S oy o b yang  pada  intinya = menegaskan

sR:;:;;:r;g:iiPK atas LHP Dengan Tujuan Tertentu, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal pe ngg u n a a n a ku n 5 2 5 1 1 1 d a n

1. Untuk mendukung perbaikan tata kelola BLU, bersama ini kami sampaikan pemutakhiran akun

untuk transaksi BLU, dengan rincian sebagai berikut: menerbitkan akun baru untuk belanja

a. Akun lama dengan perubahan penjelasan (pembatasan penggunaan)

Kode Akun Uraian Akun Keterangan SDM BLU NOn RemuneraSi yaItU akun

52511 Belanja Barang dan Jasa BLU | Kode Akun dan 5 2 5 1 7X

Uraian Akun Lama

‘525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Kode Akun Lama,
) Uraian Akun Lama,
dan Penjelasan Baru

Penjelasan -Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji
Semula dan tunjangan pegawai BLU.

Penjelasan Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji
Menjadi dan tunjangan pegawai BLU yang masuk
skema remunerasi BLU sesual dengan




Penggunaan Akun Belanja BLU Yang Berkaitan
Dengan Imbalan Terhadap Kontribusi Para Pekerja
di BLU



AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG TELAH

“MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU” bl

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDCNESHS

SALINAN
= KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  611/¥MK.05/2020
TENTANG

1. Berdasarkan KMK Remunerasi BLU

Penerapan skema sistem remunerasi BLU (termasuk seluruh atau hanya sebagian komponen remunerasi _ i N
PENETAPAN REMUNERASI BAG] PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,

BLU) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai penetapan remunerasi BLU DAN PEGAWAI TIGA BADAN LAYANAN UMUM LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
yang bersangkutan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

2. Memperhatikan Status Kepegawaian dan Alokasi Sumber Dana A AT aamesai ity wen oo
/ - Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keusngan Bedan Layanan

Umuam mhngmmum telah diubah dengan

Skema sistem remunerasi BLU memperhatikan ketentuan status kepegawaian yaitu ASN/anggota Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
. L. . A tentang P’cmbahan atas Peraturan Pemerintah
TNI/Polri dan Non-ASN. Hal ini sehubungan dengan sumber dana yang digunakan untuk alokasi Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
. . . . Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 273

pembayaran komponen remunerasi BLU kepada para subyek penerima remunerasi BLU (Pejabat ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
. . . . . . 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan

Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas BLU), yaitu dari alokasi dana Rupiah Murni (RM) dan/atau Badan Layanan Umum, Menteri Keuangan

menetapkan besaran remunerasi untuk Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawal Badan
Layanan Umum atas dasar usulan
Menteri/Pimpinan Lembagsa;

dari alokasi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU.
3. Akun Belanja Remunerasi Sumber Dana Rupiah Murni

Secara ketentuan bagan akun standar pada sistem akuntansi pemerintah pusat yang digunakan untuk pertanggungjawaban APBN sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur

Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, beserta pemutakhiran, bahwa terhadap segmen akun belanja

untuk transaksi remunerasi BLU yang bersumber dari RM dialokasikan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan menggunakan kelompok akun Belanja Pegawai

dengan kode kelompok akun 51XXXX, sesuai dengan detail peruntukannya antara lain:

a. Gaji pokok dan tunjangan melekat sesuai dengan PP 7 tahun 1977, PP 28 tahun 2001, PP 29 tahun 2001, beserta perubahannya.

b. Tunjangan-tunjangan yang berlaku umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dialokasikan anggarannya dari sumber dana RM.

c. Tunjangan-tunjangan yang berlaku tertentu untuk ASN dan anggota TNI/Polri ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dialokasikan anggarannya dari sumber dana RM

d. Kecuali tunjangan kinerja yang berdasarkan Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja pegawai di masing-masing kementerian/lembaga, mengatur tidak dapat diberikan
kepada pegawai di BLU yang telah mendapatkan imbalan dari skema sistem remunerasi BLU



PENGGUNAAN AKUN 525111
(REMUNERASI PNBP BLU)

Gaji
Gaji (seperti misal 30% dari remunerasi) yang dibayarkan
dengan sumber dari PNBP BLU

Remunerasi 13

Pembayaran Remun ke-13

Penyetaraan Non ASN

Penyetaraan gaji untuk pegawai non ASN

Tunjangan Hari Raya

Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Insentif

Termasuk Insentif (seperti misal 70% dari gaji
+ insentif BLU), Insentif s.d. 100%, dan
Insentif lebih dari 100%

Fee For Service . Uang Makan dan Lembur
Jasa pelayanan yang diberkan oleh BLU ] AKUN 525111 Pembayaran uang makan dan lembur yang
: bersumber dari PNBP BLU
Akun 525111 digunakan hanya
untuk pembayaran remunerasi
BLU. BLU yang belum
menerapkan remunerasi tidak

Dewan Pengawas menggunakan akun tersebut

Termasuk pembayaran Honorarium dan
Insentif Dewas

BPJS Tenaga Kerja

Pembayaran Remun BPJS Tenaga Kerja
untuk non ASN
Tunjangan Tetap

Meliputi Tunjangan Perumahan dan Transportasi

Komite dan Komite Staff Medis

Pembayaran untuk komite dan KSM

Pesangon

Meliputi pesangon untuk Pejabat Pengelola
dan Dewas yang ditetapkan oleh BLU




AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG TELAH

“MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU” bl

4. Akun Belanja Remunerasi Sumber Dana PNBP BLU

Sedangkan Satker BLU yang telah diterbitkan KMK mengenai penetapan remunerasi BLU yang bersangkutan, bahwa terhadap pembayaran belanja remunerasi BLU yang
bersumber dari PNBP BLU, menggunakan segmen akun belanja gaji dan tunjangan (segmen kelompok akun belanja barang BLU) dengan kode akun 525111. Penggunaan
segmen akun belanja remunerasi BLU yang bersumber dari PNBP BLU dengan kode akun 525111, antara lain untuk transaksi pembayaran komponen Gaji, Honorarium, Insentif,
Bonus atas Prestasi, Insentif Pejabat/Pegawai BLU skema Fee For Service, Tunjangan Tetap, Pesangon, Tunjangan Hari Raya, Remunerasi ke-13, Uang Lembur, dan/atau Uang
Makan sesuai ketentuan

5. Segmen akun imbalan para pekerja selain subyek penerima remunerasi BLU (1)

Pada BLU yang telah diterbitkan KMK mengenai penetapan remunerasi BLU yang bersangkutan, terdapat kemungkinan transaksi yang dibayarkan kepada para pekerja selain
subyek penerima remunerasi BLU (Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas BLU) atas kontribusi mereka dan dibebankan pada alokasi sumber dana PNBP BLU. Dan
untuk pertanggungjawaban dalam penyajian laporan keuangan BLU, manajemen BLU menggunakan segmen akun imbalan pekerja selain akun 525111 yaitu sebagaimana daftar
akun sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

525171 Belanja Imbalan Kerja untuk Pegawai BLU
Nonremunerasi BLU

Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pegawai BLU pada:

1. Periode transisi sebelum Satker BLU mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai
penetapan remunerasi BLU, untuk yang pertama kalinya;

2. Periode Satker BLU belum mengajukan dan/atau mengimplementasikan KMK mengenai penetapan BLU; atau

3. Periode Satker BLU pasca pencabutan pola pengelolaan keuangan BLU.

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.

Konteks pegawai BLU dalam skema sistem remunerasi ini adalah Pejabat Pengelola BLU, Pegawai BLU.

Lanjutan... .




AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG TELAH
“MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

5. Segmen akun imbalan para pekerja selain subyek penerima remunerasi BLU (2)

525172 Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Profesional Kontrak — Nonremunerasi BLU Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pekerja profesional dengan
status kontrak (baik kontrak penuh maupun paruh waktu) seperti dokter mitra, perawat
mitra, dosen tamu, instruktur tamu, pilot mitra, manajer investasi mitra,
penyuluh/pendamping mitra.

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.

(inTre:

525173 Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Administrasi/Jabatan Dasar Kontrak — Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pekerja tenaga administrasi
Nonremunerasi BLU atau jabatan dasar dengan status kontrak (baik kontrak penuh maupun paruh waktu).
Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.
525174 Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Kontrak pada Unit Usaha — Nonremunerasi Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pekerja pada unit usaha
BLU dengan status kontrak (baik kontrak penuh maupun paruh waktu).
Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.
525175 Belanja Imbalan Kerja untuk Jabatan Khusus — Nonremunerasi BLU Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk jabatan khusus yang
diamanatkan/diatur dalam Undang-undang, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan
Presiden.

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.

525176 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja BLU Digunakan untuk mencatat pembayaran honor tidak tetap untuk kegiatan yang terkait
dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti honor Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor Pejabat Penandatangan SPM.
Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.

525177 Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Melalui Mekanisme Alih Daya/Project Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pekerja melalui mekanisme
Management Unit kontrak alih daya/project management unit, baik pada pekerjaan jabatan prefesional teknis
lapangan, pekerjaan jabatan administrasi, maupun pekerjaan jabatan dasar.
Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.



AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG TELAH

(inTre:

“MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

6. llustrasi Penggunaan Akun Skema Remunerasi BLU (1)

llustrasi penggunaan akun, jenis imbalan, sumber dana, dan subjek penerima skema remunerasi BLU, untuk pertanggungjawaban belanja dalam konteks/kerangka skema

remunerasi BLU

Jenis Imbalan Segmen Akun Subjek Penerima

Gaji — skema
remunerasi BLU

Honorarium -
skema remunerasi
BLU

Insentif — skema
remunerasi BLU

Bonus atas Prestasi
— skema
remunerasi BLU

Tunjangan tetap —
skema remunerasi
BLU

RM; dan/atau

PNBP BLU

PNBP BLU
(Gaji Penyetaraan RM + Gaji PNBP BLU)

PNBP BLU

PNBP BLU

PNBP BLU

PNBP BLU

Kelompok Akun 511XXX (belanja gaji
dan tunjangan)

Akun 525111

Akun 525111

Akun 525111

Akun 525111

Akun 525111

Akun 525111

Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

Pejabat Pengelola BLU non-ASN

Pegawai BLU tenaga profesional non-ASN sebelum tahun 2018

Dewan Pengawas
(karakteristik imbalan tetap berupa gaji untuk Dewan Pengawas)

Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri + Non-ASN)
Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri + non-ASN sebelum tahun 2018)

Dewan Pengawas
Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri + Non-ASN)

Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri + non-ASN sebelum tahun 2018)

Dewan Pengawas
Pemimpin BLU

Pejabat 1 tingkat di bawah Pemimpin BLU

Dengan syarat & ketentuan: tidak tersedia fasilitas rumah dan/atau kendaraan dinas

Lanjutan...




remunerasi BLU

AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG TELAH

“MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

6. llustrasi Penggunaan Akun Skema Remunerasi BLU (2)

Jenis Imbalan Segmen Akun Subjek Penerima

Pesangon — skema PNBP BLU

Pensiun - skema RM

remunerasi BLU

Remunerasi bulan
ketiga belas —
skema remunerasi
BLU

Tunjangan hari raya
— skema remunerasi
BLU

RM; dan/atau

PNBP BLU

PNBP BLU
(Gaji Penyetaraan RM + Gaji PNBP
BLU)

RM; dan/atau

PNBP BLU

PNBP BLU
(Gaji Penyetaraan RM + Gaji PNBP
BLU)

Akun 525111

Akun 513XXX (belanja kontribusi sosial)

Kelompok Akun 511XXX (belanja gaji dan tunjangan)

Akun 525111

Akun 525111

Kelompok Akun 511XXX (belanja gaji dan tunjangan)

Akun 525111

Akun 525111

Pemimpin BLU

Pejabat 1 tingkat di bawah Pemimpin BLU

(inTre:

Dewan Pengawas (hanya untuk Ketua dan Anggota Dewan

Pengawas)
Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

Pejabat pengelola BLU (Non-ASN)
Pegawai BLU (Non-ASN sebelum tahun 2018)

Dewan Pengawas
Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

Pejabat pengelola BLU (Non-ASN)
Pegawai BLU (Non-ASN sebelum tahun 2018)

Dewan Pengawas

Lanjutan...
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AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG TELAH
“MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

6. llustrasi Penggunaan Akun Skema Remunerasi BLU (3)

Jenis Imbalan Segmen Akun Subjek Penerima

(inTre:

RM; atau Akun 5122XX (Belanja Lembur) " Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
" Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
PNBP BLU Akun 525111
Uang lembur — Dengan syarat & ketentuan: selektif & tidak terkait dengan aktivitas untuk pencapaian KPI.
skema remunerasi Penggunaan salah satu sumber dana dan akunnya.
BLU PNBP BLU Akun 525111 . Pejabat pengelola BLU (Non-ASN)
. Pegawai BLU (Non-ASN sebelum tahun 2018)
Dengan syarat & ketentuan: selektif & tidak terkait dengan aktivitas untuk pencapaian KPI
RM; atau = Akun 511178 " Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
. Akun 511179 . Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
Uang makan — PNBP BLU Akun 525111
skema remunerasi . Penggunaan salah satu sumber dana dan akunnya.
BLU
PNBP BLU Akun 525111 . Pejabat pengelola BLU (Non-ASN)

" Pegawai BLU (Non-ASN sebelum tahun 2018)
Skema Fee for PNBP BLU Akun 525111 . Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri + Non-ASN)
Service dalam

sistem remunerasi " Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri + Non-ASN sebelum tahun 2018)

BLU " Dengan syarat & ketentuan: hanya untuk jabatan terkait generator income dan ditetapkan
oleh pemimpin BLU.

Honor Penganggung PNBP BLU Akun 525176 Pejabat Pengelola BLU/Pegawai BLU yang ditunjuk dan diangkat sebagai Kuasa Pengguna

Jawab Pengelola Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan SPM

Keuangan

11



AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG TELAH
“MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

6. llustrasi Penggunaan Akun Skema Remunerasi BLU (4)

Jenis Imbalan Segmen Akun Subjek Penerima

(inTre:

Imbalan Pekerja pada masa transisi skema remunerasi PNBP BLU Akun 525171 . Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri + Non-ASN)
BLU
L] Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri + non-ASN sebelum tahun 2018)
. Dewan Pengawas
Imbalan Kerja untuk Pekerja Profesional Kontrak — PNBP BLU Akun 525172 Pekerja profesional dengan status kontrak (baik kontrak penuh maupun paruh waktu) seperti dokter
Nonremunerasi BLU mitra, perawat mitra, dosen tamu, instruktur tamu, pilot mitra, manajer investasi mitra,
penyuluh/pendamping mitra.
Imbalan Kerja untuk Pekerja Administrasi/Jabatan Dasar PNBP BLU Akun 525173 Pekerja tenaga administrasi atau jabatan dasar dengan status kontrak (baik kontrak penuh maupun
Kontrak — Nonremunerasi BLU paruh waktu).
Imbalan kerja untuk Pekerja Kontrak pada Unit Usaha — PNBP BLU Akun 525174 Pekerja pada unit usaha dengan status kontrak (baik kontrak penuh maupun paruh waktu).
Nonremunerasi BLU
Imbalan Kerja untuk Jabatan Khusus — Nonremunerasi PNBP BLU Akun 525175 Orang perseorangan pada jabatan khusus yang diamanatkan/diatur dalam Undang-undang, Peraturan
BLU Presiden, dan/atau Keputusan Presiden
Imbalan Kerja untuk Pekerja Melalui Mekanisme Alih PNBP BLU Akun 525177 Pekerja melalui mekanisme kontrak alih daya/project management unit, baik pada pekerjaan jabatan
Daya/Project Management Unit prefesional teknis lapangan, pekerjaan jabatan administrasi, maupun pekerjaan jabatan dasar.

12
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AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG |
“BELUM MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

1. Belum Melaksanakan Remunerasi BLU

(inTre:

Pada saat Satker BLU belum mengajukan, sedang dalam proses usulan atau transisi pemberlakuan terhadap penetapan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai
penetapan remunerasi BLU yang bersangkutan, maka skema remunerasi BLU belum dapat diterapkan.

SO ——

2. Segmen akun untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang belum menerapkan skema remunerasi BL

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang belum menerapkan skema remunerasi BLU dengan status kepegawaian yaitu ASN/anggota TNI/Polri, diberikan imbalan dari alokasi dana
Rupiah Murni (RM) dengan menggunakan kelompok akun Belanja Pegawai dengan kode kelompok akun 51XXXX, sesuai dengan detail peruntukannya antara lain:

a. Gaji pokok dan tunjangan melekat sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah nomor 28
tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Gaji Anggota Kepolisian Republik
Indonesia, beserta perubahannya.

b. Tunjangan-tunjangan yang berlaku umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dialokasikan anggarannya dari sumber dana RM;

c. Tunjangan-tunjangan yang berlaku tertentu untuk ASN dan anggota TNI/Polri ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dialokasikan anggarannya dari sumber dana RM; dan
d. Tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden mengenai tunjangan kinerja pegawai di masing-masing kementerian/lembaga.

3. Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Sumber Dana Rupiah Murni) |

Y
\

Terhadap pejabat dan/atau pegawai BLU yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan honor dari alokasi dana Rupiah Murni (RM)
dengan menggunakan akun 5211115 (akun Belanja Honor Operasional Satuan Kerja).

SO ——

Lanjutan...
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AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG

“BELUM MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

4. Imbalan untuk pegawai selain Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU

’

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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~.

1

Terdapat kemungkinan pemberian imbalan kepada para pekerja dengan status kepegawaian selain yang dimaksudkan pada angka 2, dan atas kontribusinya dapat dibebankan
pada alokasi sumber dana PNBP BLU. Dan untuk pertanggungjawaban dalam penyajian laporan keuangan BLU, manajemen BLU menggunakan segmen akun imbalan pekerja
selain akun 525111 yaitu sebagaimana daftar akun sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

o o e

\,

525171

525172

525173

525174

Belanja Imbalan Kerja untuk Pegawai BLU — Nonremunerasi BLU

Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Profesional Kontrak — Nonremunerasi
BLU

Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Administrasi/Jabatan Dasar Kontrak —
Nonremunerasi BLU

Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Kontrak pada Unit Usaha —
Nonremunerasi BLU

Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pegawai BLU pada:
1. Periode transisi sebelum Satker BLU mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai
penetapan remunerasi BLU, untuk yang pertama kalinya;

2. Periode Satker BLU belum mengajukan dan/atau mengimplementasikan KMK mengenai penetapan BLU;
atau
3. Periode Satker BLU pasca pencabutan pola pengelolaan keuangan BLU.

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.

Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pekerja profesional dengan status kontrak (baik
kontrak penuh maupun paruh waktu) seperti dokter mitra, perawat mitra, dosen tamu, instruktur tamu, pilot
mitra, manajer investasi mitra, penyuluh/pendamping mitra.

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.
Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pekerja tenaga administrasi atau jabatan dasar
dengan status kontrak (baik kontrak penuh maupun paruh waktu).

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.
Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pekerja pada unit usaha dengan status kontrak (baik
kontrak penuh maupun paruh waktu).

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.

Lanjutan...
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AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG
“BELUM MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

Unlress

4. Imbalan untuk pegawai selain Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU

525175 Belanja Imbalan Kerja untuk Jabatan Khusus — Nonremunerasi BLU Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk jabatan khusus yang diamanatkan/diatur
dalam Undang-undang, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan Presiden.

Penjelasan Akun

ooo
UL
'

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.
525177 Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Melalui Mekanisme Alih Digunakan untuk mencatat pembayaran imbalan kerja untuk pekerja melalui mekanisme kontrak alih
Daya/Project Management Unit daya/project management unit, baik pada pekerjaan jabatan prefesional teknis lapangan, pekerjaan
jabatan administrasi, maupun pekerjaan jabatan dasar.

Belanja ini menggunakan sumber dana PNBP BLU dan di luar skema remunerasi BLU.

5. llustrasi Penggunaan Akun Non Skema Remunerasi BLU (1)

-

7

.

llustrasi penggunaan akun, jenis imbalan, sumber dana, dan subjek penerima, untuk pertanggungjawaban belanja sehubungan dengan imbalan kepada pekerja pada BLU
yang tidak/belum menerapkan skema sistem remunerasi BLU, dapat diberikan panduan sebagai berikut

Jenis Imbalan Segmen Akun Subjek Penerima

pommmmmmmm——,

Imbalan tetap Kelompok Akun 511XXX (belanja gaji dan tunjangan) Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
aji
94l . Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
PNBP BLU Akun 525171 (Belanja Imbalan Kerja untuk Pegawai BLU — = Pejabat Pengelola BLU non-ASN
(Gaji Penyetaraan RM) Nonremunerasi BLU)

" Pegawai BLU tenaga profesional non-ASN sebelum tahun
2018

Lanjutan... -




Imbalan tetap
gaji

Imbalan kinerja

Gaji bulan

ketigabelas

Tunjangan hari
raya

AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG |

(inTre:

“BELUM MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

5. llustrasi Penggunaan Akun Non Skema Remunerasi BLU (2)

Jenis Imbalan Segmen Akun Subjek Penerima

PNBP BLU
(Gaji Penyetaraan RM)

RM

RM

PNBP BLU
(Gaji Penyetaraan RM)

RM

PNBP BLU
(Gaji Penyetaraan RM)

RM

PNBP BLU
(Gaji Penyetaraan RM)

Kelompok Akun 511XXX (belanja gaji dan tunjangan)

Akun 525171 (Belanja Imbalan Kerja untuk Pegawai
Nonremunerasi BLU)

Kelompok Akun 512XXX (belanja gaji dan tunjangan)

Akun 512111

Akun 525171 (Belanja Imbalan Kerja untuk Pegawai
Nonremunerasi BLU)

Kelompok Akun 511XXX (belanja gaji dan tunjangan)

Akun 525171 (Belanja Imbalan Kerja untuk Pegawai
Nonremunerasi BLU)

Kelompok Akun 511XXX (belanja gaji dan tunjangan)

Akun 525171 (Belanja Imbalan Kerja untuk Pegawai
Nonremunerasi BLU)

BLU

BLU

BLU

BLU

Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

" Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
" Pejabat Pengelola BLU non-ASN

" Pegawai BLU tenaga profesional non-ASN sebelum tahun
2018
" Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

" Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
" Pejabat Pengelola BLU non-ASN

" Pegawai BLU tenaga profesional non-ASN sebelum tahun
2018

Penggunaan salah satu sumber dana dan akunnya.
" Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
" Pejabat Pengelola BLU non-ASN

Pegawai BLU tenaga profesional non-ASN sebelum tahun 2018
" Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

" Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
" Pejabat Pengelola BLU non-ASN

. Pegawai BLU tenaga profesional non-ASN sebelum tahun
2018
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AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG |
“BELUM MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

5. llustrasi Penggunaan Akun Non Skema Remunerasi BLU (3)

Jenis Imbalan Segmen Akun Subjek Penerima

Uang lembur

Uang makan

Transaksional Jasa Pelayanan,
Guarantee Fee, Management Fee,
Skema Fee for Service, atau sejenisnya

Imbalan Kerja untuk Pekerja
Profesional Kontrak — Nonremunerasi
BLU

Imbalan Kerja untuk Pekerja
Administrasi/Jabatan Dasar Kontrak —
Nonremunerasi BLU

PNBP BLU

(Gaji  Penyetaraan
RM)

RM;

PNBP BLU

PNBP BLU

PNBP BLU

PNBP BLU

Akun 5122XX (Belanja Lembur)

Akun 525171 (Belanja Imbalan Kerja
untuk Pegawai BLU — Nonremunerasi
BLU)

. Akun 511178

. Akun 511179

Akun 525171 (Belanja Imbalan Kerja
untuk Pegawai BLU — Nonremunerasi
BLU)

Akun 525171 (Belanja Imbalan Kerja
untuk Pegawai BLU — Nonremunerasi
BLU)

Akun 525172

Akun 525173

(inTre:

Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

" Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
" Pejabat Pengelola BLU non-ASN

" Pegawai BLU tenaga profesional non-ASN sebelum tahun 2018
" Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri)

. Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri)
. Pejabat pengelola BLU (Non-ASN)

. Pegawai BLU (Non-ASN sebelum tahun 2018)
" Pejabat Pengelola BLU (ASN/anggota TNI/Polri + Non-ASN)

" Pegawai BLU (ASN/anggota TNI/Polri + Non-ASN sebelum tahun 2018)

" Dengan syarat & ketentuan: hanya untuk jabatan terkait generator income dan
ditetapkan oleh pemimpin BLU.

Pekerja profesional dengan status kontrak (baik kontrak penuh maupun paruh waktu)

seperti dokter mitra, perawat mitra, dosen tamu, instruktur tamu, pilot mitra, manajer

investasi mitra, penyuluh/pendamping mitra.

Pekerja tenaga administrasi atau jabatan dasar dengan status kontrak (baik kontrak

penuh maupun paruh waktu).
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AKUN IMBALAN PEKERJA PADA BLU YANG
“BELUM MENERAPKAN SKEMA REMUNERASI BLU”

5. llustrasi Penggunaan Akun Non Skema Remunerasi BLU (4)

Jenis Imbalan Segmen Akun Subjek Penerima

Unlress

Imbalan kerja untuk Pekerja Kontrak PNBP BLU Akun 525174 Pekerja pada unit usaha dengan status kontrak (baik kontrak penuh maupun paruh
pada Unit Usaha — Nonremunerasi BLU waktu).

Imbalan Kerja untuk Jabatan Khusus — PNBP BLU Akun 525175 Orang perseorangan pada jabatan khusus yang diamanatkan/diatur dalam Undang-
Nonremunerasi BLU undang, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan Presiden

Imbalan Kerja untuk Pekerja Melalui PNBP BLU Akun 525177 Pekerja melalui mekanisme kontrak alih daya/project management unit, baik pada
Mekanisme Alih Daya/Project pekerjaan jabatan prefesional teknis lapangan, pekerjaan jabatan administrasi, maupun
Management Unit pekerjaan jabatan dasar.
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Menerima Remunerasi BLU
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PEGAWAI BLU DEWAN

PEJABAT PENGELOLA

PENGAWAS

Anggota
TNI/POLRI

Pemimpin ° Pejabat Keu Pejabat Teknis

Profesional

Non ASN

PNS dan Diangkat s.d. ASN, Anggota TNI/Polri, dan Non ASN

PPK 2018

Pegawai
Profesional Non
ASN

Anggota
TNI/POLRI

PNS dan PPK Diangkat s.d. 2018

Pembayaran Remun dicatat menggunakan akun 525111

Mind Map
Remunerasi

NON ASN DAN PPK

PARUH WAKTU

1. Pekerja Profesional

Kontrak

i
Piiot
(setelah
2018)

Dokter
(setelah Mitra

2018)

Manajer
[ESES

esecssee

[MENGGUNAKAN AKUN 525172

Tidak Menerima Remunerasi

2. Pekerja
Administrasi Kontrak

Tendik
SEEE
2018

Jabatan
[DEEETY

MENGGUNAKAN

AKUN 525173

4. Karyawan Unit

5. Imbalan Lainnya

3. Outsourcing

Usaha

Administrasi dan Kontrak Pegawai yg Dltetapkan dengan

Jabatan Dasar: berkerja pada  Unit Perpres/Kepres  atau

Satpam, Caraka Usaha yang setara
MENGGUNAKAN MENGGUNAKAN

AKUN 525177 AKUN 525174

MENGGUNAKAN
AKUN 525175
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Daftar Satker yang Telah Mempunyai KMK Remunerasi

No Kode BA Kode Satker Nama BLU Kanwil DJPb KPPN
1 02504 424007 UIN SUMATERA UTARA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN Il
2 02212 526195 POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN I
3 02404 532214 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN |
4 02412 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN |
5 13903 693387 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN |
6 02404 415624 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PALEMBANG
7 02404 415630 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PALEMBANG
8 02504 424208 UIN RADEN FATAH PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PALEMBANG
02208 467005 BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN PALEMBANG
10 02212 517988 POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBRANGAN PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PALEMBANG
11 02403 690785 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN PALEMBANG
12 02404 257847 RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT BUKITTINGGI
13 02404 415618 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR M JAMIL PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT PADANG
14 02404 538815 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA MANADO
15 02412 632327 POLITEKNIK KESEHATAN MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA MANADO
16 13903 693382 UNIVERSITAS SAM RATULANGI PROVINSI SULAWESI UTARA MANADO
17 13903 693377 UNIVERSITAS HALU OLEO PROVINSI SULAWESI TENGGARA KENDARI
18 02205 288401 BANDAR UDARA MUTIARA DI PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH PALU
19 13903 693385 UNIVERSITAS TADULAKO PROVINSI SULAWESI TENGAH PALU
20 02404 258462 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR I
21 02212 287494 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR |
22 02504 307314 UIN ALAUDDIN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR I
23 02212 414361 POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR |
24 02403 690788 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR 11
25 02212 526217 POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR |
26 02404 538857 RUMAH SAKIT MATA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR I
27 02404 548886 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR 11
28 02412 632348 POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR Il
29 06001 646307 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT Il MAPPANG OUDANG MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR Il
30 13903 693386 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR |

Lanjutan...
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Daftar Satker yang Telah Mempunyai KMK Remunerasi

No Kode BA Kode Satker Nama BLU Kanwil DJPb KPPN

31 02504 424157 UIN SULTHAN SYARIF KASIM RIAU PROVINSI RIAU PEKANBARU
32 13903 693425 UNIVERSITAS RIAU PROVINSI RIAU PEKANBARU
33 02212 526221 POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA PROVINSI PAPUA JAYAPURA

34 13903 693391 UNIVERSITAS NUSA CENDANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG

35 13903 693390 UNIVERSITAS MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MATARAM

36 02504 423925 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM BANDA ACEH
37 02212 449731 POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM BANDA ACEH
38 11801 683499 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM BANDA ACEH
39 13903 693388 UNIVERSITAS PATTIMURA PROVINSI MALUKU AMBON

40 02504 424260 UIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
41 02412 632174 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG PROVINSI LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
42 13903 693379 UNIVERSITAS LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG BANDAR LAMPUNG
43 11201 568717 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU BATAM

44 02205 288372 BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TARAKAN

45 02205 413962 BANDAR UDARA KALIMARAU DI TANJUNG REDEB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TANJUNG REDEP
46 02412 632306 POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA
47 13903 693428 UNIVERSITAS MULAWARMAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA
48 02412 632291 POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK
49 13903 693380 UNIVERSITAS TANJUNGPURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PONTIANAK
50 01806 237551 PUSAT VETERINER FARMA PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA I
51 01806 411956 BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI PROVINSI JAWA TIMUR MALANG

52 02212 '051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR BANYUWANGI
53 02404 415598 RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PROVINSI JAWA TIMUR MALANG

54 02403 690783 BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA I
55 02504 423770 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA I
56 02504 423812 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PROVINSI JAWA TIMUR MALANG

57 02212 526181 POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA I
58 02212 526222 POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR MADIUN

59 02212 531954 POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA I
60 02412 637567 POLITEKNIK KESEHATAN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR MALANG

Lanjutan...
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Daftar Satker yang Telah Mempunyai KMK Remunerasi

No Kode BA Kode Satker Nama BLU Kanwil DJPb KPPN

61 02412 637588 POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA ||
62 06001 644044 RUMKIT BHAYANGKARA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR KEDIRI

63 13903 693376 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA |
64 13903 693424 UNIVERSITAS JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER
65 13903 693474 POLITEKNIK NEGERI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR MALANG
66 02012 412616 PPSDM MINYAK DAN GAS BUMI PROVINSI JAWA TENGAH PURWODADI
67 02212 414298 POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH TEGAL

68 02212 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG Il
69 02404 415397 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH SURAKARTA
70 02404 415536 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR KARIADI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG I
71 02404 415542 RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEROYO MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH MAGELANG
72 02404 415551 RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG I
73 02404 415567 RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH SURAKARTA
74 02404 415573 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH KLATEN
75 02504 423611 UIN WALISONGO SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG I
76 02012 477120 POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS CEPU PROVINSI JAWA TENGAH PURWODADI
77 02412 632242 POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG Il
78 02412 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH SURAKARTA
79 13903 693420 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PROVINSI JAWA TENGAH PURWOKERTO
80 13903 693404 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH SURAKARTA
81 01806 239001 BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG |
82 01907 247136 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO PROVINSI JAWA BARAT BOGOR
83 01907 247140 BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG |
84 02212 414355 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD PROVINSI JAWA BARAT BEKASI

85 02404 415479 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR HASAN SADIKIN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG |
86 02404 415485 RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG |
87 02404 415491 RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG |
88 02404 415505 RUMAH SAKIT JIWA DR. MARZUKI MAHDI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT BOGOR
89 02404 415511 RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT BOGOR
90 02504 423523 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG I
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Daftar Satker yang Telah Mempunyai KMK Remunerasi

No Kode BA Kode Satker Nama BLU Kanwil DJPb KPPN

91 02012 548929 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG |
92 02412 632221 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG |
93 13903 693470 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG |
94 02504 424188 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PROVINSI JAMBI JAMBI

95 13903 693426 UNIVERSITAS JAMBI PROVINSI JAMBI JAMBI

96 02205 288393 BANDAR UDARA JALALUDIN DI GORONTALO PROVINSI GORONTALO GORONTALO
97 13903 693384 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO PROVINSI GORONTALO GORONTALO
98 01508 409999 BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
99 02212 414302 SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA IV
100 02212 414324 BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP) PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA IV
101 02212 414349 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA IV
102 02404 415423 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
103 02404 415432 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
104 02404 415448 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
105 02404 415454 RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
106 02404 415460 BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
107 02404 415670 RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
108 02404 '015514 RS PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. MAHAR MARDJONO JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
109 02404 415706 RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
110 02504 423501 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA IV
111 01508 439039 BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA Il
112 01508 440781 PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
113 01507 455401 LEMBAGA DANA KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
114 00701 499672 PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAH RAGA BUNG KARNO (BLU) PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA |
115 00701 499681 PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA |
116 09201 499962 UPT LEMBAGA PENGELOLAAN DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
117 02404 520611 RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
118 02404 520628 RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
119 02404 548890 RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
120 02205 559662 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA IV
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Daftar Satker yang Telah Mempunyai KMK Remunerasi

No Kode BA Kode Satker Nama BLU Kanwil DJPb KPPN
121 02205 559683 BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA IV
122 01509 604445 LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
123 02004 620041 BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI LEMIGAS PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
124 02412 632200 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA Il PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
125 02412 632217 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VII
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
126 02012 634111 TERBARUKAN DAN KONSERVAS| ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
127 05908 638041 BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (BAKTI) PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA |
128 06001 648261 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT | RADEN SAID SUKANTO PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA Il
129 03201 660056 LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VI
130 13903 693372 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
131 01501 691117 LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA I
132 14901 694533 LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VI
(LPDB-KUMKM)
133 15001 694765 LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (LLP-KUKM) PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA VI
134 02404 415582 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR SARDJITO YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA YOGYAKARTA
135 02504 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA YOGYAKARTA
136 02412 632263 POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA YOGYAKARTA
137 02412 632153 POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU PROVINSI BENGKULU BENGKULU
138 13903 693392 UNIVERSITAS BENGKULU PROVINSI BENGKULU BENGKULU
139 02212 288127 POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG PROVINSI BANTEN TANGERANG
140 02404 415520 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SITANALA TANGERANG PROVINSI BANTEN TANGERANG
141 02504 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN PROVINSI BANTEN SERANG
142 02212 649911 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG PROVINSI BANTEN TANGERANG
143 02212 654603 POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN PROVINSI BANTEN TANGERANG
144 13903 693433 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA PROVINSI BANTEN SERANG
145 02404 415661 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH PROVINSI BALI DENPASAR
146 02412 632181 POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR PROVINSI BALI DENPASAR
147 02212 649910 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI PROVINSI BALI DENPASAR
148 13903 693389 UNIVERSITAS UDAYANA PROVINSI BALI DENPASAR
149 13903 693393 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PROVINSI BALI SINGARAJA
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